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NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan
publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan,

dipandang perlu menetapkan Pedoman layanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badal

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Sabang tentang Pedoman layanan informasi dan

dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

b

a.
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OOO tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor

252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aO5fl;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OlO tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 51a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2OlO tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan

Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OIO Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5175);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2oll tentang

Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita

Acara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 649,

Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor

s);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O2l tentang

Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);



Menetapkan:
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MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SABANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang yang selar{utnya disebut BPKS

adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk

oleh Dewan Kawasan Sabang dengan tugas dan wewenang

melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan Kawasan Sabang.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik

ataupun non elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta ranc€rng€rn, foto, Electronic Dqta

Interclwnge (EDI), surat elektronik (electronic mail),

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya.

1

2

3
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4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraa.n negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang

dibuat dan/atau diterima oleh BPKS dalam rangka

pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau

sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun,

yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

6. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal, atau sejenisnya, ya.ng dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, Peh, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

7. Dokumentasi adalah data kegiatan pengumpulan,

pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan,

dan penyajian dokumen secara sistematis.

8. Teknologi lnformasi adalah suatu teknik untuk

menyimpan, menganalisis, mengumpulkan, memproses,

menyiapkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan

Informasi.

9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik.

10. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh BPKS

kepada masyarakat pengguna informasi.
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11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,

dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri.

12. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang

selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang

merupakan atasan langsung PPID danf atau atasan dari

atasan langsung.

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang

selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang

bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di BPKS.

14. Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

yang selanjutnya disingkat PPPID, adalah pejabat yang

bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan

Informasi Publik dan menyiapkan kebutuhan PPID yang

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

15. Orang adatah orang perseorangan, kelompok orang, badan

hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

16. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang

disimpan, dirawat, dan drjaga kebenaran serta dilindungi

kerahasiaannya.

17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.
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18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagr- pakai data

di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi.

19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk

dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling

berinteraksi.

20. Pengguna Informasi Publik adalah warga negara, dan

orang/badan yang menggunakan Informasi Publik.

2I. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan

Informasi Publik.

22. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk

memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

23. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi

keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi

Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik,

namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

24. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan

dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok

dan fungsi organisasi serta kategori informasi.

25. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan saksama dan

penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul

apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan

publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan

menutup suatu informasi publik.

26. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi

antara badan publik dengan pengguna Informasi Publik

yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan

informasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

27. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi

Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik

melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

28. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik

antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi

Informasi.
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29. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi

publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi

lnformasi.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. pelaksanaan layanan Informasi Publik;

b. klasifikasi Informasi Publik;

c. standar layanan; dan

d. laporan dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses

oleh setiap

(2) Informasi

terbatas.

Pengguna Informasi Publik.

Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap

Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,

biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) tnformasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum

yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang

timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan

yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
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Pasal 4
Peraturan ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, prograrn kebijakan publik, dan

proses pengambilan keputusan publik, serta alasan

pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungl awabkan ;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi

hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan

kehidupan bangsa; dan

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan BPKS untuk menghasilkan layanan informasi

yang berkualitas.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) BPKS berhak:

a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan

berdasarkan undang-undang;

b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik

lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

T\rjuan
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Pasal 6

(1) BPKS wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi

Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan

cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan

tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi

Publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan

yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas

Informasi Publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi

Publik yang dikecualikan.

(2) Pelaksanaan kewajiban BPKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. menetapkan standar layanan

b. menunjuk dan menetapkan PPID;

c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi

Publik dengan Sistem Elektronik dan non elektronik;

e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi

Publik;

f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi

Publik;

g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi

Publik;

h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik

kepada Komisi Informasi; dan

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan

pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;

(3) Pelaksanaan kewajiban BPKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan Data Pribadi.

(4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(5) Pelaksanaan kewajiban BPKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang

Disabilitas.

(6) Akses Informasi Publik bag, Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundan g- undan gan.

Bagian Keempat

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Paragraf 1

Struktur

Pasal 7
Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas
a. Atasan;

b. Dewan Pertimbangan;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan

d. Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPPTD)

Paragraf 2

Atasan

Pasal 8

Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat

secara ex*officio oleh Deputi Umum selaku pejabat struktural

tertinggi di kesekretariatan BPKS.

Pasal 9

Atasan bertanggungjawab membangun dan mengembangkan

sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan

Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan

Informasi Publik, serta mewakili BPKS dalam hal terjadi

sengketa informasi.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Atasan meliputi:

a. menunjuk dan menetapkan Dewan Pertimbangan, PPID, dan

PPPID;
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b. men5rusun dan menetapkan arah kebijakan layanan

Informasi Publik di BPKS;

c. menyelesaikan dan memberikan tanggapan atas keberatan

yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk
ditindaklanjuti oleh PPID;

d. menunjuk PPID untuk mewakili BPKS di dalam proses

penyelesaian sengketa di Komisi lnformasi dan/atau

Pengadilan; dan

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan,

evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPPID.

Paragraf 3

Dewan Pertimbangan

Pasal 11

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b terdiri dari para Deputi di tingkungan BPKS, terdiri atas

dan dijabat secara ex-officio oleh:

a. Dewan Pertimbangan I, dijabat oleh Deputi Komersial dan

Investasi;

b. Dewan Pertimbangan II, dijabat oleh Deputi Pengawasan; dan

c. Dewan Pertimbangan III, dijabat oleh Deputi Teknik

Pengembangan dan Tata Ruang.

Pasal 12

Dewan Pertimbangan bertanggungiawab membantu

mentmuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik,

dan Informasi yang dikecualikan.

Pasal 13

T\rgas dan wewenang Dewan Pertimbangan meliputi:

a. memberikan pertimbangan terhadap penyelenggaraarl

pelayanan informasi;

b. memberi usulan tentang jenis informasi yang dikecualikan

kepada PPID BPKS; dan

c. mengupayakan penyelesaian permasalahan keberatan

Pemohon atas pelayanan Informasi Publik secara

musyawarah.
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Paragraf 4

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 14

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

mengelola informasi publik di BPKS.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dan

dijabat secara ex-officio oleh:

a. Ketua Harian PPID, dijabat oleh Kepala Biro Umum dan

Hubungan Masyarakat;

b. Sekretariat I, dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan

Sistem Informasi;

c. Sekretariat II, dijabat oleh Kepala Perwakilan BPKS Banda

Aceh;

d. Sekretariat III, dijabat

Jakarta;

Kepala Perwakilan BPKS

e. Bidang Pengelola, dijabat oleh Kepala Bagian Sistem

Informasi;

f. Bidang Publikasi, dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan

Masyarakat;

g. Bidang Pelayanan, dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha

dan Perlengkapan;

h. Bidang Sengketa, dijabat oleh Kepala Bagian Hukum.

(3) PPID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Atasan PPID, dan Kepala BPKS.

(a) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh

Koordinator dan Petugas Layanan serta pejabat fungsional

di BPKS.

Pasal 15

PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik

yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPKS.

Pasal 16

(1) Tugas dan wewenang PPID meliputi:

a. men5rusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan

layanan Informasi Publik;



b. men5rusun dan menetapkan laporan pelaksanaan

kebijakan layanan Informasi Publik;

c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja serta

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan

pelayanan Informasi Publik;

d. meminta klarifikasi serta mengoordinasikan dan

mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi

Publik dari PPPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

di BPKS;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik serta

menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik

dan layak untuk dipublikasikan;

f. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik

dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian

tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan

dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID serta

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi

Publik yang akan dikecualikan;

g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran

Daftar Informasi Publik serta menyediakan Informasi

Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh

publik;

h. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi

Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau

Petugas Pelayanan Informasi;

i. menolak Permintaan Informasi Publik dengan

menyampaikan pertimbangarl secara tertulis apabila

Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang

dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan

PPID;

j. menugaskan PPPID dan/atau Petugas Pelayanan

Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara,

dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

k. menetapkan strategi dan metode pembinaan,

pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan

kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh

PPPID dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

-13-
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(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dilakukan apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama

bahwa menutup Informasi Publik dimaksud dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya atau sebaliknya.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
huruf g, dan huruf h harus mendapatkan persetujuan dari

Kepala BPKS.

Paragraf 5

PPPID

Pasal 17

PPPID bertanggungf awab membantu pelaksanaan layanan

Informasi Publik dan menyiapkan kebutuhan PPID yang

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan pelayanan lnforma,'si Publik di masing-masing unit kerja

atau satuan kerja.

Pasal 18

(U PPPID dihrnjuk oleh Atasan PPID dengan

mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan

dan/atau pelayanan Informasi Publik, PPID yang terdiri atas:

(2)

a. Koordinator; dan

b. Petugas Layanan.

Tugas dan wewenang PPPID meliPuti:

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas,

dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik

yang telah ditetapkan PPID;

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi

Publik;

d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas

Pelayanan Informasi di BPKS;
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e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi

Publik;

f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan

memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi

Publik agar mudah diakses oleh publik.

(3) Untuk melaksanakan pelayanan informasi, PPPID men5rusun

prosedur operasional standar penyediaan, penyimpanan,

pendokumentasian, peng€unanan Informasi Publik, dan

pembukaan akses Informasi Publik untuk PPID.

BAB III

KALSIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

(2) Informasi Pubtik yang tidak dapat diberikan oleh BPKS

terdiri atas:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan

pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan; dan / atau

f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan

ketentuan undang-undang.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan

undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
terdiri atas:



a. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum;

b. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu

kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual

dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan

pertahanan dan keamanan negara;

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan

kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

ketahanan ekonomi nasional;

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri;

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap

rahasia pribadi; dan/atau

i. memorandum atau surat-surat antar BPKS atau intra

BPKS, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas

putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan

dalam bentuk dokumen digital (sofi,copg) atau dokumen non

digital ftardcopg).
(5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen non digital

(hardcopg) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

berlaku untuk Informasi Elektronik.

(6) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

-t6-
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Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara

Berkala

Pasal 20

(1) BPKS wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri atas:

a. Informasi tentang profil BPKS;

b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan

yang sedang dijalankan dalam lingkup BPKS;

c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup BPKS;

d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau

kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi

publik yang dikeluarkan oleh BPKS;

g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

wewenang atau pelanggaran oleh BPKS;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor BPKS.

Pasal 2 1

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal22

(1) Informasi tentang profil BPKS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan,

tugas dan fungsi BPKS serta kantor unit-unit di

bawahnya;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPKS;
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c. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja,

profil singkat pejabat struktural; dan

d. laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah

diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi ke BPKS untuk diumumkan.

(2) Ringkasan Informasi tentang prograrn sebagaimana

dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a. n€una program dan kegiatan;

b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta

nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

d. jadwal pelaksanaErn program dan kegiatan;

e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber

dan jumlah;

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas BPKS;

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung

dengan hak-hak masyarakat;

h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau

pejabat Badan Publik Negara; dan

i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada

BPKS yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk

umum.

(3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (21 huruf c berupa uraian tentang

realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan

beserta capaiannya.

(a) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

a. rencana dan laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

(5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e paling sedikit

terdiri atas:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
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b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

Permintaan Informasi Publik;

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi

Publik yang ditolak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

(6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan

perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan

yang sedang dalam proses pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan,

dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

(7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 huruf g

paling sedikit terdiri atas:

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengduan keberatan dan proses penyelesaian

sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang

bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

(8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

wewenang atau pelanggaran oleh BPKS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. tata cara pengaduan penyalahgunaarl wewenang atau

pelanggaran oleh pejabat BPKS; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau

perjanjian kerja dari BPKS yang bersangkutan.

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 huruf i
paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum

Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

3. Spesifikasi Teknis;



-20-

4. Rancangan Kontrak;

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data

Kualifikasi;

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar

Data Pemilihan;

7. Daftar Kuantitas dan Harga;

8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;

10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan

Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan;

1 1. Dokumen Penawaran Administratif;

12. Surat Penawaran Penyedia;

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

L7. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

20. Surat Perjanjian Kemitraan;

21. Surat Perjanjian Swakelola;

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim

Swakelola;

23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of

Understanding (MoU).

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta

Perubahan Kontrak yang tidak mengandung

informasi yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya

mencantumkan informasi mengenai para pihak yang

bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha,

alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai

kontrak, rincian pekerjaan, spesilikasi pekerjaan,

lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana,

jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
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3. Surat Perintah Mulai Kerja;

4. Surat Jaminan Pelaksanaan;

5. Surat Jaminan Uang Muka;

6. Surat Jaminan Pemeliharaan;

7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan E-purchasing;

9. Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;

1 1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil

14. Berita Acara Serah Terima

Prouisional Hand Oue4

15. Berita Acara Serah Terima

(1O) Informasi tentang prosedur

evakuasi keadaan darurat

sebagaimana

paling sedikit terdiri dari:

a. pengamatan

b. analisis

c. pengam pihak yang berwenang;

atau

dan ur
BPKS

(2) huruf k

d

e bilan masyarakat;

f. lokasi

tan dan evakuasi.

Pasal 23

yang wajib disediakan dan diumumkan secara

BPKS paling sedikit terdiri atas:

dan tempat kedudukan, maksud dan tqjuan serta jenis

kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan,

sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan

anggota dewan komisaris perseroan;

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba

ruBi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang

telah diaudit;

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat

kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.



e.

f.

ob'

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.
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sistem dan alokasi dana remunerasi anggota

komisaris/dewan pengawas dan direksi;

mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan

pengawas;

kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka

sebagai Informasi Publik;

pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungj awaban, kemandirian, dan kewaj aran ;

pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;

penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

perubahan tahun fiskal perusahaan;

kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban

pelayanan umum atau subsidi;

mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau

Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang

berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Informasi yarrg Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 24

(1) BPKS wajib mengumumkan secara serta merta suatu

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak

dan ketertiban umum.

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak

dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. Informasi bencana alam;

b. Informasi keadaan bencana non alam;

c. lnformasi bencana sosial;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang

menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang

dikonsumsi oleh masyarakat; dan/ atau

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas

publik.
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Bagian Keempat

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 25

(1) BPKS wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang

meliputi:

a. Daftar Informasi Publik;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau

kebijakan BPKS;

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,

dan keuangan;

d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut

dokumen pendukungnya;

e. surat men5rurat pimpinan atau pejabat BPKS dalam

rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;

f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau

dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan

laporan penaatan izin yang diberikan;

g. data perbendaharaan atau inventaris;

h. rencana strategis dan rencana keda BPKS;

i. agenda kerja pimpinan satuan keda;

j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan

penindakannya;

1. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan

beserta kajian akademiknya;

o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau

penyelesaian sengketa; dan

r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
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(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. nomor;

b. ringkasan isi Informasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;

e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;

f. bentuk Informasi yang tersedia; dan;

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b paling

sedikit terdiri atas:

a. dokumen pendukung;

b. masukan-masukan dari

keputusan atau kebijakan diben

c. risalah rapat dari

keputusan atau ke

d. rancangan peraturan, bijakan yang

dibentuk;

e. tahap atau kebijakan

yang diben

f. latau kebijakan yang telah

4 , administrasi, kepegawaian,

dimaksud pada ayat (1) huruf c

atas:

organisasi, administrasi, personila.

lengkap pimpinan dan pegawai;

anggar€rn BPKS secara umum maupun anggaran secara

khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;

dan

d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh BPKS.

(5) Ketentuan mengenai format Daftar Informasi Publik

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
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Bagian Kelima

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 26

(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan

terbatas.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi

Publik; atau

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi

Publik

(3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai

Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan

pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana

diatur dalam Peraturan ini.

BAB IV

STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasa|2T

(1) Setiap or€urg berhak memperoleh Informasi Publik dengan

cara melihat, mengetahui, d,an/atxt mendapatkan salinan

Informasi Publik.

(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS

wajib men5rusun dan menetapkan Standar Layanan yang

terdiri atas:

a. Standar Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi

Publik;

b. Standar Permintaan Informasi Publik;

c. Standar Pengajuan Keberatan; dan

d. Standar Sengketa Informasi Pub1ik.

(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.
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Bagian Kedua

Standar Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi publik

Pasal 28

(1) BPKS wajib mengumumkan Informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa digunakan
penduduk setempat.

(3) Pengumuman sebagaimana

disebarluaskan melalui:

a. papan pengumuman;

ayat (1)

b. laman resmi (websitel PPID

c. media sosial PPID atau

d. Portal Satu Data

e. Aplikasi

(4) dan Informasi Publik

iib memperhatikansebagaimana ayat (3) waj

tas bagi isabilitas.

(s) barluasan Informasi Publik

pada ayat (4) paling sedikit

visual, dan/atau braille.

Pasal 29

pat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi

pun Informasi Publik dari seluruh unit kerja

latau satuan kerja di BPKS.

PPPID men5rusun usulan Daftar Informasi Publik

berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari

seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di BPKS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPPID menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.

se

pi



(4)

(s)
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(4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan.

(6) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berdasarkan persetujuan Atasan PPID.

(7) Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6
(enam) bulan sekali.

Pasal 30

(1) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar

Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen

digital (soficopgl dan dokumen non digital (hardcopg) serta

memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

(21 Pendokumentasian dalam bentuk dokumen non digital

(hardcopg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk Informasi Elektronik.

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi

Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. konsisten dalam sintak/bentuk,

struktur/skema/komposisi penyajian, dan

semantik/artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca

Sistem Elektronik.

Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID mengoordinasikan penyimpanan dan

pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja danlatau satuan

kerja di BPKS yang menguasai Informasi Publik.

(3)
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Pasal 31

(1) BPKS wajib men5rusun dan menetapkan maklumat

pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai

dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

(2) Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam

maklumat pelayanan paling sedikit berisi:

a. dasar hukum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

c. jangka waktu penyelesaian;

d. biaya/tarif;

e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar

pelayanan; dan

f. evaluasi kinerja pelaksana.

(1) BPKS wajib

Pasal 32

mengumumkan maklumat pelayanan

31.sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudah dipahami; dan

c mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan

penduduk setempat.

(3) Pengumumarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebarluaskan melalui:

a. papan pengumuman;

b. laman resmi (websitel PPID dan/atau BPKS;

c. media sosial PPID dan/atau BPKS; dan/atau

d. aplikasi berbasis teknologi informasi.

(4) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

(5) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit

dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
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Paragraf 1

Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 33

(1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (3) dapat dilakukan:

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas

perintah Majelis Komisioner.

(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan:

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di

dalamnya memuat lnformasi yang akan dikecualikan;

b. mencatat lnformasi yang akan dikecualikan secara jelas

dan terang;

c. menganalisis

pengecualian;

d. menganalisis

undang-undang yang dijadikan dasar

dan mempertimbangkan berdasarkan

kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau

ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu

informasi dibuka.

(3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian

konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang

Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

(5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

(a) pafing sedikit memuat:

a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

b. BPKS, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja

pejabat yang menetapkan;

c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang

dikecualikan;

d. alasan pengecualian;
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e. jangka waktu pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.

(6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf d paling sedikit memuat:

a. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan

b. analisiskonsekuensi.

(7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi

Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Pemberian dan Penyampaian Informasi yang Dikecualikan

Pasal 34

(1) Dalam hal seluruh Informasi

Informasi Publik dinyatakan

dalam suatu dokumen

sebagai Informasi yarg

(2t

(3)

(4)

dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan

salinannya kepada publik.

Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen

Informasi Fublik dinyatakan sebagai Informasi yang

dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi

Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen

Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada

publik.

PPID dilarang menjadik€rn pengecualian sebagian Informasi

dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai

alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap

keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan

dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3

Jangka Waktu Pengecualian

Pasal 35

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan

paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah

dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

(3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan

usaha tidak sehat ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan

ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan

hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang

dibutuhkan.

(5) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan BPKS yang

bersangkutan dengan mempertimbangkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(7) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan

selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelindungan

rahasia pribadi seseorang.
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(8) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

ayat (71dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan

persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam

jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(9) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat

antar-BPKS atau intra-BPKS yang berkaitan dengan

Informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang telah

habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi

Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya
jangka waktu pengecualiannya.

(2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka Informasi yang dikecualikan

menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka

waktu pengecualian.

(3) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka

berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat

diakses oleh setiap orang.

(4) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam

Daftar Informasi Publik.

Paragraf 4

Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

Pasal 37

(1) PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang

dikecualikan.



-33-

(2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

pengujian konsekuensi dan persetujuan dari pimpinan

BPKS.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengujian konsekuensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi

yang dikecualikan.

(4) Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi

atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Komisi ini.

(5) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan melalui

pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan

Status Informasi yang Dikecualikan.

(6) Ketentuan mengenai format surat keputusan Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tercantum alam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Standar Permintaan Informasi Publik

Pasal 38

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan

Informasi Publik kepada BPKS dan/atau melalui PPID.

(2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada

saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada BPKS

melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pemohon lnformasi Publik orang perorangan paling sedikit

melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat

keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil setempat.
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perundang-undangan.

(8) BPKS wqiib menyediakan

Informasi Publik dengan mem bilitas bagi

Penyandang Disabilitas.

(9) Sarana dan

Penyandang

dilaksanakan ual

taan

Publik bagr

pada ayat (8)

ketentuan peraturan

taan

(1)

Pasal 39

Publik sebagaimana dimaksud dalam

(1) diajukan secara tertulis melalui media

atau non elektronik.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

(1) dilakukan dengan cara:

tertulis dengan datang langsung kepada BPKS; atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pasal 40

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara

tertulis dengan datang langsung kepada BPKS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, Pemohon

Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan

Informasi Publik.

I

(4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit
melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

(5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa

dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan

kependudukan pemberi kuasa.

(6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di

hadapan hukum.

(7) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada

pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan

Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

perrrndang-undangan.
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(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan

khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan

Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi

Publik.

(3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon

Informasi Publik mengisi formulir Permintaan Informasi

Publik.

(4) PPID menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi

Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai

tanda bukti Permintaan Informasi Publik.

(5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah

Permintaan Informasi Publik diregistrasi;

b. nama lengkap orang peror€mgan atau badan hukum atau

kuasanya;

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan

badan hukum

Manusia;

d. alamat;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

e. nomor telepon/e-mail;

f. surat kuasa khusus dalam hat Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi;

i. cara memperoleh Informasi; dan

j. cara mengirimkan Informasi.

(6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi

Publik tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan melalui

surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (21 huruf b, Pemohon Informasi Publik harus

mencantumkan paling sedikit:

ob'

h.



-36-

a. narna lengkap orang perorangan atau badan hukum atau

kuasanya;

b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda

penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

c. alamat;

d. nomor telepon/e-mail;

e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

f. rincian Informasi yang diminta;

g. tujuan penggunaan Informasi;

h. cara memperoleh Informasi; dan

i. cara mengirimkan Informasi.

(2) PPID memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon

Informasi Publik setelah diterimanya permintaan dengan

mengirimkannya melalui surat elektronik (email).

Pasal 42

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi

Publik kepada BPKS, PPID mencatat Permintaan Informasi

Publik dalam buku register Permintaan Informasi Publik.

(2) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan

Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan

Informasi Publik telah dicatat dalam buku register

Permintaan Informasi Publik;

(3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari

sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

(4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berisi:

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah

penguasaannya atau tidak;

b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang

diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah

penguasaannya;
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c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik
yang disertai dengan alasan;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan

Informasi Publik yang diminta;

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi

Publik yang diminta;

g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi
yang diminta bila ada;

h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau

seluruhnya; dan

i. penjelasan apabila informasi

karena belum dikuasai atau

(5) Ketentuan mengenai format tertulis
tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari

43

(1) Buku register blik paling sedikit

memuat:

a. nomor Informasi Publik;

b. Publik;

c. atau badan hukum atau

kependudukan sesuai kartu tanda

atau nomor surat keputusan pengesahan

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

diberikan

',

e alamat;

nomor telepon/ e-mail;

g. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi

Publik dikuasakan kepada pihak lain;

h. rincian Informasi yang diminta;

i. tujuan penggunaan Informasi;

j. status Informasi;

k. format Informasi yang dikuasai;
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1. jenis permintaan;

m. alasan penolakan dalam hal Permintaan Informasi Publik

ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian

Informasi; dan

o. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan

Informasi Publik yang diminta.

(2) Ketentuan mengenai format buku register Permintaan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 44

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal

41, dan Pasal 42, Permintaan Informasi Publik dinyatakan

tidak lengkap.

(2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak

lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap

untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan

Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon

Informasi Publik.

(4) Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan

perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID

memberikan catatan pada buku register Permintaan

Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan

Informasi Publik yang diajukan.

Pasal 45

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan

mencantumkan alasan penolakan.

(2) Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik

berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai

surat keputusan pengecualian informasi sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan ini.
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(3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak

Permintaan Informasi Publik diterima.

(4) Ketentuan mengenai format penolakan permintaan

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID

memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk
melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan

di tempat yang memadai.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID

memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan

dalam bentuk dokumen digital lsoficopg) atau dokumen non

digital (hardcopgl.

(3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi

Publik wajib:

a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik;

dan

b. membayar atau mengganti biaya salinan lnformasi Publik

jika dibutuhkan.

(1) BPKS menetapkan

Pasal 47

standar biaya Informasi dalam

Permintaan Informasi Publik.

(2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada:

a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi Publik;

b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di

wilayah setempat;

c. masukan dari masyarakat; dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Penetapan standar biaya Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau

b. biaya pengiriman Informasi Publik

(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) BPKS menetapkan biaya dan tata cara pembayaran

perolehan Informasi Publik.

(2) BPKS wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran

perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara:

a. tunai;

b. dikirim ke rekening resmi BPKS; atau

c. uang elektronik.

(4) BPKS wajib '. memberikan tanda bukti penerimaan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat

Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 49

(1) Pemohon Informasi Pubtik berhak mengajukan keberatan

dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi

Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta;

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang

diatur dalam Peraturan ini.
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(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada Atasan PPID.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan

hukum.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan

keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan

dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)

diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau

non elektronik.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. tertulis dengan datang langsung kepada BPKS; atau

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

Pasal 51

(1) Dafam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan datang

langsung kepada BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5O ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi

formulir keberatan.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan

khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan

Informasi dalam pengisian formulir keberatan.

(3) PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan

setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir

keberatan.

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah

diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan

keberatan.

(5) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
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c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya;

e. alasan pengajuan keberatan;

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh Petugas Pelayanan Informasi;

g. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi

yang menerima pengajuan keberatan.

(6) PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan keberatan

kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.

(7) Ketentuan mengenai format formulir keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran X yang

merr.rpakan bagian tidak dari Peraturan ini.

(1) Dalam hal ke melalui surat elektronik

(email) SC 4l ayat (2) huruf
b, mencantumkan paling

Publik;

Publik yang

e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya.

(2) Setelah menerima keberatan, PPID yang menerima

pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian tanggapan

atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda tangan

pada formulir keberatan.

(3) Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)., PPID wajib memberikan nomor pendaftaran

keberatan kepada Pemohon Informasi Publik dengan

mengirimnya melalui surat elektronik (email) Pemohon

Informasi Publik.



-43-

Pasal 53

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis
yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut

dalam register keberatan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. Uraian mengenai bantahan atas

keberatan.

(3) Dalam hat Atasan PPID menolak

berdasarkan alasan pengecualian

menyertakan surat kepu

V

54

pengajuan

Informasi

wajib

Publik

dan menyediakan laporan Layanan

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

( waJl

(2t

berakhir.

dimaksud pada ayat (1) merupakan

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paikan kepada Komisi Informasi Pusat dan Komisi

Informasi Aceh.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

terdiri dari:

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;

b. gambaran umum pelaksanaanLayanan Informasi Publik;

c. rincian pelayanan Informasi Publik;

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
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e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan

Layanan Informasi Publik; dan

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Pasal 55

(1) Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b,

antara lain uraian mengenai:

a. sarana dan prasararta Layanan Informasi Publik yang

dimiliki beserta kondisinya;

b. sumber daya manusia yang Layanan

Informasi Publik beserta

c. anggaran Layanan Informasi

penggunaannya.

(2) Rincian Layanan

dalam Pasal 54

mengenai:

a. jumlah

b. waktu memenuhi setiap

Permintaan dengan klasifikasi tertentu;

c. Permin Publik yang dikabulkan

dan

jumlah Informasi Publik yang ditolak beserta

(3) sengketa Informasi Publik sebagaimana

Pasal 54 ayat (4) huruf d, antara lain

c

jumlah keberatan yang diterima;

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

pelaksanaannya;

jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi

Informasi yang berwenang;

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi

Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh

BPKS;

h

dimaksud

lain uraian

di

d
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e. jumlah gugatan yang diqjukan ke pengadilan; dan

f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh

BPKS.

Pasal 56

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dibuat

dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan Layanan

Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 57

(1) evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di BPKS

dilakukan oleh Komisi Informasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1

(satu) kali dalam setahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada BPKS dan diumumkan kepada Publik.

(a) Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Monitoring

dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 58

(1) Komisi Informasi menyediakan Sistem Elektronik laporan

dan evaluasi terintegrasi seca-ra digital (onlinel.

(2) BPKS dapat memanfaatkan data dan Informasi dari Sistem

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem Elektronik laporan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala

BPKS Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelayanan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 60

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

pada tanggal 01 September 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

Dto

MARTHUNIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN PBNGUSAFIAAN KAWASAN

BEBAS

mum
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

Humas,



I-AMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

t7ifuEZEESIil
'q87',^

BADAN PENGUSAHAAN I(AWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PEIABU}IAN

BEBAS SABANG

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TGL. PEMBUATAN 0l Scptcmber 2023

TGL. RE!'ISI

TGL. EFEKT]F 13 Scptembcr 2023

DISAHKAN OLEH Plt. KEPAIA BPKS,

Dto.

MARTHUNIS

NAMA SOP PENETAPAN DAN
PEMUTAKHI RAN DAFTAR
INFORMASI PUBLII<

DASAR IIIJXI' : I(UAI-IFU(ASI PEUIJ(SA. A:

l. UU 14 Tshun 2008 tcntang
Kctcrbukaan lnformgi Arblik:

2. PP 6l Tahun 2olo teotang Felaksanean
UU 14 Tehun 2OO8 tcntanS
Ketcrbukaan Informasi Publik;

3. PERKI I Tshun 2Ol0 tcntanS Standat
Layanan tublil

4. PERKI I Tahun 2013 tcutarg Pr6cdur
Pcnytlcsaian &ngkcta tnforrnasi

5. PERKI I Tehun 2Ol7 tcntang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

6. PERKI I Tahun 2O2l tcntang Stan&r
Layanan Informasi Pttblik (SUP).

l. Memiliki pcogctehuan tcntans pcmturan pcrundang-
rm&ngan di bidang atBndar pclayarlsn publik &n
pclayanan infonnasi publik;

2. McnSuasei Fogctahusn tcnteng tata kclole
pcocrintalnd yang baik

3. Marnpu bcrkomunikasi &ngan baik, cccara lisan
rnalpun tulisan;

4. Msmpu bcrkoordinasi dcngan pihak lain denga.n
cfcldif d6n cflsicar;

5. Mcuilild kcrnampuan kcrja sama dalam tim;
6. Mampu mcagopcrasikan pcrangkat komput€r dengan
7. Bcrpcnempilan rapi, santun, dan bcrjiwa rnclayani.

HETERfiAITATI PERrI.L\?AII/ PTRLET{GKAPAN:

l. SOP Pcnetapan dan Pcmutakhiren
Daftar Infornrssi hlblik ;

2. soP Pcrmohonan Informasi dan
Dokumcntari Rrblik

3, SOP Kebcratao liformasi dan
Dokunrcntasi Publik:

4. SOP Scngkcta Informasi dan
Dokumcntasi hrblik;

L lbmputcr dan Jaringan Intcmct;
2. Alat Cctek/Printcr dan Al,at Pindai/Scanncr;
3. Alat Tulis Xantor (ATK);

4. Buku Catatan;
5. Almari Rak Dokumen/ Buku;
6. ordner/ Filc Organizcr.

PERITGATAN: PEITCATATAII DAIT PEIDATAATi:
Apabita SOP ini ti&t dil,at<sanakan,
rnaka kcSiatan pclayanan informasi
publik akan tcrtanggu dan bcrpotcnsi
mcnimbulkan masalah hukum bila
p.layenan menjadi tcrhambat.

Disimpen delam bcntuk data manual dan data



DIAGRAM ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PE.I.{BAT PENGEI'LA INFORMASI DAN DOKUMEMT.{SI (PPID)

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEIIBUHAN BEBAS SAB.{NC (BPKS)

NAMA SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAF-TAR INFOR}IASI PUBLIK

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TANGGAI SOP Ol September 2023

.ttt,
.EEEEE,^'!E,'^

PELAXSANA iIUTU BAI(U

lto I'NAIAf, TEGIATAN PEII'GAA
PDID

PEJEAT
PPID

DEWN
PPID

ATASIX
PPID

BXS ATBUT WMTU USILreLUM
I'RAIAN KETER.ANGAN

I Mulai Diagm Alir
P.netepm &
Pemuta.khim Daftat
Infom6i Publik (DIP) l-

- Diagru Alir P.netape du
Pemutakhirm Dafts
Infomasi Publik (DIP) PPID-
BPKS

2 Unit per Kedeputian
BPKS menyiapkan Tabel
DaJtil lnforrei ymg
Dihasilku dm Diku6ai

R'G K/L BPKS;
PERI(I I-2017

SHeil
40Jm

2.4(n

- Tabel Infomsi
Dihasilks &
Dikuaui per
Kedeputim

Tahap Inventarisasi
lnfomasi ymg Dihasilkm
& Dikuei per Kedcputid
di lingkungffi BPKS oleh

3 Unit per Kedeputian
BPKS menyiapkan Tabel
Da-fttr Infomsi yang
dinyataka Terbuka

Tabel Infomasi
Dihasi&m &
Dikumi per
KedepuUm

5Hui/
40 Jm

2.4o0

- Tabel tofomasi
Dinyata}il
Terbuka per
Kedeputie

- Tahap lBventtriqsi
tnfomaEi ymg Dinyatakm
Terbuka per Kedeputim di
lingkungm BPKS

+ Unit per Kedeputi@
BPI(S menyiapkan Tabel
Daitulnfor,rciymg
dinyatatan T

4

Tabel Infomasi
Dinyatakil
Terbuka per
Kedeputim

5Hui/
40 Jam

2.4{n

Thbel lnfomasi
yanS
Dik€oalikm per
Kedcputi.p

Tahap tnventarisasi
Infomsi lmg Dinyatakan
Tertutup/Dikecualikan per
Kedeputiu di lingkungu

5 Pcrtimbmgm Usulm
lnfomsiymg
Dinyatakm
Tcrtutup/ Dikccualikan T

5 _t Tab€l Rekap
Infomiymg
Dikccuelikan per
Kedcputis

3H*i/
24 JM

l.zt40

Persetujum
Dervan at*
Infomasi ymg
Dikcealikm per

TalEp Pertimbangm atas
Infomasi ymg Dinyatakm
Tertutup/ Dil<ecua-likm oleh
Dewm PPID.BPKS

6 Pengujim Kon*kuensi
atas Usulan DaIlar
Infomai Publik yang
Dikecua.likan

6 _l Tabel Infom*i
y'ug
Dikmualiku per
Xedeputie

30 Hdi

24O Jm

- Tgbel Inforei
ysrg telah Uji
Konrlnrensi per
Kedeputim

- Tbhapm Pengujiur
Koekuensi atas Usule
Daftsr hfomrasi Publik
ymg Dinyataka

7 Daftr Infomsi Publik
(DlP) berikut DaJtil
Infomasi Publik yang
Terbuka dm

- Rekap Infomi
Terbula:

'Rekap lnliomad
Dittrualikan.

I Hari /
8Jaro /

4ao
Metrit

Dok. DIP serta
Informasi Publik
yang Terbuka
de

Tahap PengesshaD Daftry
Infomffii Publik (DIP) eerta
Infreasi Publik yang
Terbuka & Dikqalika

8 Selcsai Diagrm AIir
Diagrm Alir Penetapan
& Pemutskhim DIP
PPID.BPKS

I J Selesi Diagm Alir
Diagrm Alir Pcnctapsn &
Fcmutakhirm Da.fte
Infrci Publik PPID.BPKS

51 Htri

URAIAN KETERANGAII SII{BOL

O Simbol Kapsd (femimtor) untuk
mendeskripsikm keAiarm mulai du lrerakhir

E Simbol Kotak (Pr@ss) untuk mfldeskripsikm
kegiatan proses atau kegiatm eksekusio Simbol Ketupat {Decision) utuk mendeskripsikan
kesiatm Ensmbilm keputusan

E Simbol Dokumen (Docu@tl untuk
msdeskripsike kegiate menghasilke dokumen
Simbol Panah l.4mu) wtuk mendeskrilrikan
ilah kePiatm

PIt. KEPAI,A BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SAIIANG,

Dto.
MARTHUNIS

sesuai dengan aslinya
. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

S ABANG

BADAN PENGUSA}IAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEEIAS DAN PEI.ABU}IAN

BEBAS SABANG

1q

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TGL. PEMBUATAN : 0l September 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEI{TIF 13 Septembcr 2O23

DISAHKAN OLEH Ht. KEPAI.A BPKS,

Dto.
MARTHUNIS

I{AMA SOP
PERMOHONAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HIIKUU: KI'ILIFIXASI PEI.AI(SAI| AI
1. UU 14 Tahun 2OO8 tenta$g

Keterbukmn Infomasi Rrblik ;

2. PP 61 Tahun 2OlO teratang Pelakaanaan
UU 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaa-n Informasi hrblik;

3. PERKI 1 Tahun 201O tentmg Standtr
La;ranan hrblilq

4. PERKI 1 Tahun 2Ol3 tentang Pnoeedur
PenYelsoien Sangketa Infotmmi

5. PERKI 1 Tahm 2Ol7 tcntang
Pengklasifikaaian Iaformad PubliL;

6. PDRKI I Tahun 2O21 tentangStandr
la5ranan Informaei Publik (SLI$.

1. Mcmiliki p€ngetahuan tentang peraturan perundang
undangan di bida4g standr pelayanan publik dan
pel,ayanan informasi publik;

2. Menguasai pengetahrran tentang tata kelola
pcmerintahan yffiS baik

3, Mampu berkomurrikasi dengan baik, secara lisan
maLrpm tulisanl

4. Me-pu bertoordinasi dengal pihak lain dengan efektif
dan efisien;

5. Memiliki kemmpum kerja sama dalam tim;
6. Mempu mengoperasikan perangkat komputer dengan
7. Berpenampilan rapi, santm, dan berjiwa melayani.

KETERI(A.ffAf,: PERAI.ATAJT / PERLEI{GXAPAN:
1. SP Penetapen darr Pemutakhiran

Dafta lnlomui Publik;

2. SOP Pmohonan Inforrnasi dan
Dokuoentasi Publik;

3. SOP Keberatan Inforrnasi dan
Dokumentasi Publik;

4. SOP Smgketa Infommidm
Dokumentasi Publik;

1. Komputer dan Jaringan Internet;
2. Alat Cetak/Printer dan Alat Pindai/Scanner;
3. Alat Tulis Kantor (ATK);

4- Buku Catatml
5. Almari Rak Dokumen/Buku;
6. Ordner/File Organizer,

PERTf,GATAil: PEI|CATATAII D/IIT PEf, DATAAI| :

Apabila SOP irr'i tidak dilaksanakan,
maka kegiatan pelayanan infonnasi
publik akan terganggu dan berpotmsi
menimbulkm masalah hulorm bila
pelayanan menjadi terhambat.

Disimpan dalam bentuk data manual dan data



DIAGRAM ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PE ABAT PEITGELOLA INFORI'ASI DAN DOlrulrEnTASr tFPtD)
BADAN PE!{GUSATTAATI XAWA.sArl PERDAGANGAI{ BEAAS DAN PTI.^BUHAN BEAAS SAJ'ANG (BPXSI

NAMA SOP PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKTJMENTASI PUBLIK

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TANCG,{L SOP Ol September 2023

ffireTERANGAN

PIt. IGPALA BADAN PENGUSAHAAN IGTVASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PEIIBU}IAN BEBAS SABANG,

Dto-
MARTHUNIS

dengm aslinya
PENGUSAHAAN KAWASAN
BEBAS DAN PELAI}UHAN BEBAS SABANG,

Hr:mas,

ilo URAIAI( XEGIATAII
PEL/TJ(SAXA ISTU BAI(U

rcrcgor PHMT
Pru

DMN
m Erc ATRBE [mg msE@ueMt

I MffDqrmSr
Pemohonsn lnro@i
dan ooku@nBi Publik
PPID.BPI(S

Ditl@Mrkmohol6
Inrorusi dm Dokumentes
Pubit dilin8kungu PPID-

BPKS

Pendaftm/Rcgbtui
kmohor.n ol.h
Petugask@ PIL
BPKS

L Idodlit6;
SFtffiF-

$ Mcnil ' Fom F-D Rcgis;
- Fom F-O3
- Agenda;

Resi

TcdfrF Fom F-02
kgbBi:
TerishF Fom F-O3
Agenda:

3 Vedfikasi Nelengkapm
Admhistrasi
Pcmohonm olch
Pebgas k]'@n PPID-

-
T_l uu I +-2004;

UU 25-2OO9i
PERK I-2OIO;
F-02 Rcgi8tui.

30 Menit .Hnil Vcdfkasi
Admif,ishsi
PcmhM.

- Admya Heil vcrifikasi
Iclengkapm Adminish6i
olch PctW* layarun PPID-
BPKS terhe&p

4 Suat P€mbed6hue
P€mohonm Tidak
hngkap oleh Pcjabat
PPID-BPKS kp&

Fm F{)2 Rcgis;
Tmda
Tdim/R.ri;
ATR.

30 Mcnit . Fm F-O.l Nods
FetmhM
'Ii&k kngkep:

'Rcai No&.

Admla F.mb.riuhw
[Fom F-O4 Notis), bsiE
PcmhoEe Tidrl t ngkap;
Adeya Rcai l{otis-

S Tbhap PenSa6bilm
Xepuuse olch
Pengmb dil Dcw
Ftnimbengs $rb

uu 14-2008;
uu 25-2009:
PERXI l-20rO;

2JMl
120

Uenit

. Hdil Keputusil
AlaffiPPID.
BPf,S.

- Adaya Hasil KcputuBe
oleh At@. PeDgadr, dm
Dcwm Prfrimbmgsn PPID-
BPKS trrha&p

6 Verifkasi Klasifka.i
Ioftlll@si tublik IDIP
atau DIP Yq
Dik@alikm, oleb

-
T_l uu l4-2008;

uu 25-2009;
PERXI l-201O;
F.Ol DIP,

lJao/
m M.nit

- Hasil vcriikai
Klasilikasi
lnfml

- Adanyo Hasit Vcrifrkasi
Enhq Xualifikasr olch
KordiDalor PPID-BPKS
EdEdap losi5ka6i

7 Surat Pembedtahuun
lnforma3i Dikcrulikm
oleh Pejabat PID-BPKS
k€pada Peruhon

Fq[ a{2 ReBis;

Thda
TEdm/Resi;
ArI(

30 Menit .Fom F-O4 Notis
lnhma!i
DikecuallLs i

_ 
Resi Notis.

. Ad6t a Pembenhhuan
lFom F+4 Notis), bahwa
lnfomai DikecualikRn;

' Adoya Resl Notis.

a Swet PeEberitshue
Infomasi TeEedia ol€h
P€jabar PPID-BPKS
kcpda Pemotron

Fm F-O2 Regi.;
Tanda
Tlrima/ Rcai;

ATIL

30 Menit .Fom f'-{N Noiiq

-TeE€dia;

Resi Nods.

Addya kEbqtiQhuan
lFoiD F{4 N0tb), bsh*r
lnfomasi leEedia:
Admj-a Resi Notis.

9 Pcnca@ Pcmilik auu
Uirit Penmggug Jaweb
Infomasi oleh
K@rdinator PPID-BPKS

__l
Pm F-O4 No&
Inf(mi
TEBGd;q
AII(.

IJM/
6{) U.ntt

. DisFsisi FonD F.

04 Noti3

Tlrdi&

- Tcr&sdbuainya
h@honb Inforusi
kepeda PaB Pemilik
dan/rhu Unit Penanmng

ro TaIEp Pcaiapan
lnfortr$ yeng Dimhon
ol.hIffids/ahu
Utrit PcnangSunt JsPeb

L . Dirposisi Fom F.
(X notu

'Teedi4

SHad /
4OJm /

21&
Mcnit

- Sadnd Bdks
DokuBcn
Idbt:ll*iyMS
Dhohof,-

.Pr6as Pcrsapan Dokumn
lnblffii ym8 Dimohon
oleh kd& dmlabu Udt
FemdAgung J6wab

ll Suat Pe8bcriahum
PctrgmbileD Inlomi
olch Pcjebat PPID-BPKS
kps& Fembnn

_l ' Bcrkas
DokM.n
Ltrormasi yang

'DiBrboD;

30 M.oit - Fom F-B Nods
Pagmbilan
lnf@i;-Ead l{otis.

' Admya kmbcdtahuan
lFom F-O4 Nods), Enhg
hngmbihldol.trdi;

-Admya kS Nods.

l2 Tahap Scrah Tcrim
hktren Inlonrcr
tubiik aleh kjabar PPID-
BKSkpePcmbn

12

- B.rlca.

lDfoMi yms
- Di@honi

l&m/
60 Le0,

.Bcrihke
sEh Tetua
Dokuatr
IofoMi Publil-

-Adal.a Bdib Acaa Scrah
Tetud hkumin Inforusi
Publik ilttra Pejabat PPID-
BPKS Lcpd Pcmohon.

1 SclHiDi@Alif
PemohmmlDlolrrEi
Pubtrkm-Brc

- Srlesi DtuaEm Ali,
hrmhotril Infomai
Putik dilioglongu PHD-
BPKS

6 Htri

U RAIAJI I'ETER,A]IGAX SIITBOL

untukKapsulO
Kobl( (Poess) unukfl
Ketupat lDecGbn) utulo
Dokuren l&cr@)unNkD
hetr laml utuk mend€strtD&n

tulonan 7 hrl 11

5

6



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BADAN PENG USAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN

BEBAS SABANG

i-:
.EEEEEtril,^'n$ffin'^

'Qer; 
-.'. Y'

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TGL. PEMBUATAN Ol September 2O23

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF 13 September 2O23

DISAHKAN OLEH PIt, KEPAI,A BPKS,

Dto.
MART}IUNIS

NAMA SOP KEBERATAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PTIBLIK

DASAR ITTIKTIM: HUALI PII(ASI PEI,ABSAITA;
l. UU 14 Tahun 2OO8 teatan6

Keterbukaan lnformasi Publik;
2. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

UU 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Puhlik;

3. PERKI l Tahun 2O1O tentangStandar
I-ayanan hrblik;

4. PERKI 1 TaLun 2Ol3 tentang Proscdur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

5. PERKI 1 Tahun 2O17 teabng
Pengklasifrkasian Informaai Rrblik;

6. PERIfl l Tahun 2O2l tentanrgStandar
layanan lafomasi Publik (SLIB.

1. Meaililci pengetahu.o tcntang peraturan perundang-
undaogan di bidang standar pelayanan publik dan
pelayanan informasi publik;

2. Menguasai pcagetahuan tentang tata kelola
pcnerintahan yang baik;

3. Man1xl berkommikasi dengarr baik, secara lisan
maupun hrlisan;

4. Manpu berkoordinasi deagan pihak lain dengan
efektif dan efisien;

5. Memiliki kemarnpuan kerja sama dalam tim;
6. Mampr-r mengoperasikan perangkat komputer dengan
7, Berpenampilan rapi, santun, &n berjiwa melayani.

KETERKAITAN: PERALATAIT / PERLEI| GKAPAil I

l. SOP Ferutapan dan Pemutakhiran
Daftar Informasi Publik;

2. SOP Permohonan Informasi dan
Dokummtasi Publih

3. SOP Keberatan Informasi dan
Dokumentasi Publik;

4. SOP Sengketa Infcrmasi dan
Dokumentaei Rrblik;

1. Komputer danJaringan lnternet;
2. Alat Cetak/Printer dan Alat Pindai/funner;
3. Alat Tulia Kantor IATIQ;
4. Buku Catatan;
5. Almari Rak Dokumen/Buku;
6. Ordner/File Organizer.

PERII|GATAfl: PEI| CATATAI{ DAI{ PEITDATAAIT :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan,
pelo kegiatan pelayanarr informasi
publik akan terga.nggu dan berpotensi
menimbulkan masal,ah hukum biLa
pelayanan menjadi terhambat.

Disi:npan dalam beotuk data mmual dan data



DIAGRAM ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PETABAT PENGELOI-{ INFORMASI DAN DOKUMEI'ITASI IPPID)
BADAN PENGUSA}IAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PETABU}IAN BEBAS SABANG (BPKS)

NAMA SOP KEBERATAN I\FORIVIASI DAN DOKUM ENTASI PIIBLIK

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TANGGAL SOP Ol Scptcmbcr 2O23

s,.GEEEC,^'i;7.0',^

ro URAIAN KEGIATAI'

PEIAIISAIIA IUTU BAIIU

URAIAN XETERANGAII
PEXOEON PM PHMT

MD
DMN

PPIO
BPre ATRIEUT WMTU XASLreLUffi

I Mulai Diagm Alir
Kebcratan Inio,:,rci dm
Dokument6i Publik
PPID-BPKS

- Diagram Alir Keberats
Infomasi dan Dokumentsi
Pubik dilingkungan PPID-
BPKS

2 Pemohon meDympaikm
Keberatan Infomi
Publik

- l(cbtratan;
- Idmtititas;
- Sl@t IainDye.

- KebaatE Infomasi dapet
secsa Langswg, Jasa
PcngjriM, Pos, du/atau
SuEt Elektronik.

3 PendaJtarm/ Regist6i
Keberatan oleh Petugs
tayal@ PPID-BPKS

L uu 14-2008;
lru 25-200s;
PERKI I.2O1O;
ATTL

30 M@it - F(,m F-O2 Regis;
- Resi
Pendaftaro-

- Terisinya Fomulir F42
RegistEi;

-Adeya R6i Pendaft@-

4 PcndaftarmlRcgistasi
ABenda oleh Petug$
laymo PPID-BPKS 4

- Iru 14-2()04;
'uu 25-2009;
-PERKI l-2()10;

30 Mcnit - Fom F-O3

Agenda.

- Tdisinya Foffiutir F-O3

Atm&.

5 Vaifikoi Kelengkapo
Admi[istrasi Keberatan
oleh Petugas Laymm
PPID-BPKS I T

-uu t4-200a;
- tru 2s-2009:
. PERKI 1-2O10:
- 

F-O2 RegistEsi.

lJam/
60 Menit

' Hasil Vtrifikasi
AdEinistrasi
Keberatan.

- Admya Hasil Verifikasi
Keiengkapm Administrasi
oleh Petugas layuu PPID-
BPKS terhadap Keberatm,

6 Slrrat Pemberitahum
Keberatan Tidak
t nSkap oleh Pejabat
PPID-BPKS ketEda

- Fom F{2 Regi8;
- Tanda
- Teri@/RBi:
ATIC

rJMl
60 Menit

- Fom F44 Notis
Keberata! Tidak
tagkap;

- 
Resi Notis.

.Adanya Pemberitahuan
{Fm F-04 Notis), bahqa
I(ebemto Tidak lrn gkap;

- Adeya Re6i Notis.

7 Tahap Pengmbilm
Keputus& oleh
Pengsah de Dewm
Peftimbmgm serta

-uu t4-2008;
- uu 25-2009:
'PERXI t-2Orq
'Keberatan.

2 Hati I
l6 Jam

960

- Hasil Kcputum
Atase PP1F
BPKS.

- Adanla Hasil Kcputum
oleh Atase, Fengeah, de
Dcw PertimbanSe PPID-
BPKS tcrhadap Kcbemte.

8 Status Menm8Bapi
Keberatm oleh Pejabat
PPID.BPKS

Yt- T
- uu 14-200a;
- uu 25-2009;
.PERKI 1-2O10:
- I(ebemtal-

4Jan /
24tl

Medt

- Menasgapi
dm/atau Tidak
atas Xeberetrn
InfomNi.

' Status Menmggapi
dm/atau Tidak atas
Keb€Etd lnfomasi.

9 Surat Tanggapan atas
Keberatm oleh Pejabat
PPID-BPKS kepada
Pemohon

L -Fom F42 Regis;
' Tanda
'Terima/R6i;
ATT<.

lJ&m/
60 Mmit

- Fom F44 Notis
Tanggapan at6
Kebcratan:

'Resi Notis.

-Adanya Pemberiahw
(Fom F-O4 Notis),
Tanggapan atas Kcberatan;

- Adqnya R6i Notis.

10 SdeiDisg@Alir
K€tieB1{Iofol@i
Pub[k PPID-BPKS

-Sclei Diagru Alir
IGb.Gt@ hfouasi hrbik
dilingJ<ungan PPID-BPKS

3 Hari

I'RAIAII IIETERAITGAIT SIIIBOL

O Simbol KapEul (femi@ror) untuk
mendeskripsike kegiatan mrrai ds beralhir

E Simbot Kota-k (Pro@ss) utuk m6d6l6ipsilra
keciatm pros6 a'@u kqiatan eksekurio Simbot I(etupat {De@sim} Mtuk mendakripcikd
k@iatm rneambilan keoutus

E Simbol Dokmen lDo6urud) MtuL
mendeskrisikan k€ciah hhshdilkd dokumen
Sinbot Pamh (A@@) etuk modeskripslkan
uah kesiatan

Plt, KEPAI.A BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.ABUHAN BEBAS SABANG

Dto.
MARTTIUNIS

dengan aslinya
PENGUSAHAAN KAWASAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

HqloNn 9.tori ll

2



LAMPIRAN TV

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

/@iSN.
t -qEl:U5fiil 7

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANCAN BEBAS DAN PELABU}IAN

BEBAS SABANG

NOMOR SOP 4 TAHUN 2023

TGL, PSTItsUATAN 01 Septembcr 2023

TGI,. REVIST

13 Septembcr 2023

DISAIIKAN OLEII PIt. NEPAI.A BPKS,

Dto.

MARTHUNTS

NAMA SOP SENGXETA INFORMAST DAN
DOKIiI\/IENTASI PIIBI,IK

DASAR HI'XUU: K,AIIFIXASI PEI,,AIGAIA:
1. UU 14 Tahun 2Na tentang

Keterbukaan Informasi Publik
2. PP 6l Tahun 2O1O tentaDa Pelaksanaarl

UU 14 Tahun 2008 tentarg
Kcterbukaan Informasi PubLlq

3. PERKI I Ta-hun 20 lO tentars StlIldar
t yanan hrblik;

4. PERKI 1 Tlhur 2Ol3 tcntans Pro!.dur
Peny.lcaian Senekctrhltmasi Rrblilc

5. PERK l Tahun 2Ol7 tent nE
PensklaaifiLaaian toJonnasi A rilq

6. PBI(I I Tahuo m21 tcntsng Sta.dar
Layanar In-formasi Publik (sllfl.

1. Memilili pengetahuan tentaog pe.aturan penrndang-
undangen di bidang standar pelayaoan publik dan
pelayanan informasi publ-ik;

2- [crrgua,Bai penptahua! tmta.g tat. k.lola
paucrintahan yang bai!;

3. Mampu berkomunikaei dengan baik, eecara lisan
maupun tulisan;

4- Mampu bcrkoordinasi dcnsatr pihal lain dcogarr
eGktif du efisia;

s, McmiliLi kemampr.ran kcrja sama dalaa tim;
6. Mampu mcngoperaeikan pcrarukat komputcr dcnean
7- Berpena-mpila,x rap! santua, dan bcrjiwa aelayani.

KBTERTT$TAI; PERALATATI / PERLETGKAPAlf:
l. SOF Pcnctapan da.a PcautrLh;rarr

Daftar tnformasi Publik;
2. SOP Pcrtnohoa.n Informasi dan

D,oktllnent si Publilq
3. SOP Kcbcratan l"formasi dan

Dokumentasi Publik;
4. SoP s.nskcta InlorrDa.i dan

Dokum€ntasi Publik;

1. Koepute! da-o JariEgan Int.rn t;
2. Alat Cctak/Printer dan Atat Pindai/ Scanner;
s- Alat Trnis Kantor {ATIq;
4- Buku Catatan;
5. Almari Rak Dokumco/ Buku;
6. Ordner/File Organiz.r.

PERINGAfAl{: PETCATATAI{ DAJ{ PETDATATqI:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan,
maka kegiatan Ff6yEnan in-formaGi
publil akan teraanasu darr berpotensi
menimbulkm maealah hukum bila
pelayanan menjadi terhambat-

Disimpan dal,am bentuk data matlual dan data

fGL. EFEKTTF



DIAGRAM ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PE.IABAT FENGELOLA INFORMASI DAN DOK(ruEIIIASI IPPID}
BADAN PENGUSAI{AAN KAWASAN PERDAG,TNGAN BEBAS DAN PET BI'HAN BEAAS SABANG (BPKS)

NAMA SOP SENGKETA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR SOP { TAHUN 2023

TANGCAL SOP al September 2023

.EEIM,r''E;'^

lro UnlIAr IGGIATAII
PDLAKSAf,A iIUTU BAXT'

TJRTJAI{ ,(ETERAI|GAI{
ErcEOT fo[fl

rFoRuSt
E^sT

m
DEgM

MD BBS ATRAM WGro MSTLUIBX

I Mulai Diagm Alir
Sengkca Inftr@si dao
Dokumcnhsi Rrblik
PPID-BPKS

- Diagrm Alir Sengkcta
tnfo@i d@ Dok@entaii
Pubik dilinAkung@ PPI t>
BPXS

2 Fecoh@ tlrmJ@EEika[
ScngkeB lnfom&si
Publik kcpada Komisi
hfomesi

2

. TalEp PeDgajuan Scngketa
lnfomasi Publik kcpada
Komisi Infomasi

3 Sumt P&nggilm Medisi
oleh Komisi lnfomasi
kepada PPID-BPKS

L . Surat Panggilan
Pcmerikffi:

'Kerutuae
Tertulis.

. Adanya Sumt Panggilan
Mcdirasi Sengketai

'Adrnya Keputuss Terulls
Scngket lDfomi.

4 Pcodan@/Rcaistrsi
Agenda oleh ktug*
L.yaffi PPID-BPKS

L ' Sler FrrSBihn
t{.dh!*

'KIFrl],se
TertulL.

30 Menir -Fomulir F-O3
A8enda.

' Tcrisinya Fomulir F-03
ABenda.

Tahap Pengmbttran
Xeputuen oleh
Pengsah dm Dwm
Pertimbmgan stu

L 5

- uu I 4-?ooa;
'tru 2$2009;
' SuEt Panggls;
- Kcp. Sendch.

zHNl I
16 Jam ,/

960
Meit

' Hasil Keputusm
Atasl/Dewd
PPID-BPKS.

_ Ade],a Hdl Keputuser
oleh AE6an, Pengeah, dm
Deu.il Pertimb{gan PPID-
BPKS terhadap Sengleh.

6 PeBiapan Medisi
senskeB oleh Bidang
S€ngker PPID-BPKS

I -Hsill(eputrM
Afr$n/ Darce
terhad.p
Scrtgkct&

zJe I
120

Menit

.Dolumen Sidmg
Mediasi;

'$EtKuag;
'SuEt l\lgc.

- PeFiapan sidmg Mediasi;
'Adeld Sumt Kuas;
- Adan]'a Sumt Tu8as.

7 Menghadiri Medidi
Sengketa di Komisi
lnaomasi 7 J -DokumSi.faiC

Medi.si_SudKury
_ 
SuEt TuBB.

3Hsi/
24J@l

L -4,tO
Mmit

. hrtuse Mediari
Sengteta;

' Berita Aera
Mediasi.

- Adanla ftuw Komisi
lnb|:mi t€hadap Mediasi
Sengk€ra

8 K6cpaleh terhadap
Puhse Vcdi$i
ScngkcB olch Komisi
Infor@$

I
- hrtusn McdiaAl
Scntkch;

_ B.!ib Acm
Mcdiasi.

lJm I
60 ltamit

'Klausut-kla&l
Hasil
Kc*pakah
llodiaei

_ Admya Klausu-klausul
Hsil Kespakah Mediasi
Scnfkfb

I Melal(seskan Hsil
Kes€pakah Medisi
ScnSkcto

q

- Kbwul-klausul
tl8il
Iiaspalatan
Medbri

6Han/
4alam /

2.840
M@it

. Dolrumen sesuai
Klausul-klsusul
Hasil
Kespakatan

Admya Dokumen sesuai
frusrrLklartsrl Hssil
Kc*pskah Mediasi
Sctrgk€t"

to Mclejutks kr Tanap
Ajudibci Scngketa
lnfomasi 10

rHtri/
sJam/

480
Menit

Ts}Iap ltrFtm Ajudikasi
Sangkate Inforosi

ll Selesi Diagru Alir
Sengketa lnlo@i dan
DokumeDbsi Publik
PPIO.BPKS

SeLsi Diagro Alt
Scngkcta lotirei dan
Dokumotasi Rrblik PPID.
BPKS

12 H{i

URAIAT XETBRA}iGAIT SI}IBOL

,-\ lsimbol Kapsul (I@imbr) untuk
U lmendeskriosikil keiahn mulai dan beralhir
@mendesloipsilil
L-J lqai613n Erores abu kcgiabn cksckusi

7\ lsimbol Kd-pat (Dposiml untuk E@deslsipsikm
V ll*irt* o.*bitan keoutus
l-] lsimbol Dokumen (Doc@cnrl untuk
l- lEodeskriDsilsn kesistEn menqhssiltab doklrc-*lSimbol Panah {Adu) unruk h@dcakrtFikan

arah kcqi@

PIt, KEPAI^A. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
MRDAGANGAN BEBAS DAN PEI.A.I}UHAN BEBAS SABANG,

Dto.
MARTHUNIS

dengm aslinya
PENGUSAHAAN KAWASAN

PET-ABUHAN BEBAS SABANG,
Humas,

thlaf,pn 1l dwi 11



LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INF(,RMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOXUMENTASI

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SAAANG
PERrc)DE TAHUN ANGGARAN 2022

NO
PUALTX

BtilG@X PENNGGUNG
,awE ttfonMa

.CNruK rcRMI aftx9 mcP
rrgrc

tuFs, &nfungi sena info
.ercana sraleqrs, dansektd seks p.orit.5

seila pedukurediBPKS

Bro Uhuh 6n Huburyn Masyarabl,
kputi Umum

sr&ur orsilsasi krenre&dtemb.9
8PE IaM 202 I

Ihre. srukur t6umniabatan d9nlsasl
d BP6.

bgianHutum,
Bto Umum &n HSUBn Masyarabt

&pui Umum.

BPG Tatun 2o2l
Btftn prdil 5i^qlat Gm.. alama!

tehpar t.@r bht. i€rraB peddb[
nMFr bqa pimpiEn ruEjeru^(bpala,

w.kl,&n&puti) d BP6.

&qlanHlkum,
B{io Uhm &n Hubu@n Masyarabl

kpun Umum.

nemna Strate9i5 (Renrta)
PK5 Ped* ?O2G20?4

Buren rercru iduk5traregrs
pembareue^lareb mere@hAPKs

perid 2o2o 2024.

Bagian Pereft:ana.n,
Bro PereEanaan 6n5rstem lnrormasl,

kp6 Uhum

(erak& uE6l

Rerem k'ja Al@ran(Fs)
gPC Tahun Arwran 2o2l

ryumen.emtu b,ja aB'an8P$
peri* ratunaryran 2o2r. Bto Pere@Ean &n Slrem lnformasi,

kpui Umum,

bpqanKE*, {W
BKS Pe&Tatun2O2O

U6en lapqan.tumbinta5 he.F
insramr peft nntah 8Pre pe& tahun

2o2o(adted

&qanSisrem rnrqhan,

LaPdanKeuaBn ((LX)

BP6 Peri&Tahun 2o2o

&kumenlaporan keuan@n BPKS peri&
tahun2020 (audted)

8PS Tah6 A@ran 2O2l
&ku.rcn infdhasi.ereE mm

peB6an ba.aE6n jasa PE ps@
r.hunal@ran42l

KEsa Pelw A@ran(KPA).
Pequ$ Arygran (PA)

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG IKECUALIKAN

DAFTAN IilFOiMA9 PUAUX YAI{G DIXECUALIKAT
PEJ&T PENGELOU ilFOMASI DAN DOKUMENTASI

UDAil PEtrGUSAHMil XAWASAX PEMAGAilGAN BEMS DAN PEUruHAN EMS SAMNG
PERMETAHUN ANGGAMN 2022

W23l 26r.els o) (r)
W?t/ ?ffio.sl& l).) (2)

thlJabll@narunrahntu, r'e,E
.ud( d.h Y.c beft Ba &ndryt.bn

rP6ub unn,k pubtif,

tu@nbtffih@@.aPxS p.'&
t.@nFEtls \eb5ard.dt (u+

.tu
a(drdehFqb.rcturu&ndry6b.

Abn mmbe.tuntddrunFreret

@n B.r.nbeftr. rflk(i
rao.+n6n bue^ pa'd nrh,mn
Fq& lebsrGdr (u. rdrcd

.d6FAbdwE&nfurrhn .k.L6parlffi&^@9bbn
il|!frr6npibkb@

rnierel6np'Eklah'ry.

Oetd btudn yrE berlm set5i d,audii

2

5

P.R.rud.ftr €Fw.nFE

int.rrol&np'bkr.'nrya

.ru,ar. &D.r ftdfrb'r'bn petu3alatur

^bhmmbgibnidilfu!, 
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LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN

SABANG

5fl^a
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

FORMULIR PERMINTAAN

NOMOR : 

- 
/MOHON/PPID-BPKS/-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dan mengisi data berikut dengan sebenar-benarnya akan
mengajukan Permintaan Informasi Publik:

No. Identitas [KTP)
Nama

Alamat

Pekerjaan

Instansi
No. Telp/E-Mail

Rincian Permohonan
Informasi

Tujuan Penggunaan

Informasi

Cara Memperoleh
Informasi

[ ] Langsung: Melihat/Membaca/Mendengar/Mencatat.

[ ] Salinan: Cetak/Digital.

Cara Mendapatkan
Informasi

[ ] Ambil Langsung

[ ] Surat Elektronik
fasa Kurir/Pos

Data dan Informasi yang saya peroleh, akan dipergunakan sesuai tujuan yang saya cantumkan, serta
tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Petugas Layanan PPID
Penerima,

Pemohon,

( )

F. O2-MOHON

.....) (

ppid.bpks.go. id o PPID-BPKS

tl
tl



LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAST
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

SABAN G

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PEMBERITAHUAN TERTULIS

NoMoR : 

- 
/NOTIS/PPID-BPKS/_

Berdasarkan Permintaan Informasi:
No. dan Tgl. Surat Permintaan
Tgl. Disposisi/Diterima
No. dan Tgl. Regis Permohonan

Kami menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemohon sebagai berikut:
Nama

Alamat
Instansi
No. Telp/E-Mail

A. Informasi Dapat Diberikan
Penguasaan Informasi
Penjelasan

Bentuk Fisik Tersedia
Biaya Dibutuhkan

Jangka Waktu
Penjelasan Lain

B. Informasi Tidak tlapat Diberikan
Penguasaan Informasi
Penjelasan

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, diharapkan penggunaan informasi sesuai dengan tuiuan
dan maksud Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sabang,
Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Pengusahaan l(awasan Sabang
Atasan PPID BPKS

NPP

F. O4-NOTIS tr)t)id.btr)ks. go. id @ PPID-BPKS



LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PENOLAKAN

ABAN G

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PENOLAKAN PERMOHONAN

NOMOR . 

- 
/'[OLAK / PPID-BPKS/-

Berdasarkan Permintaan Informasi
No. dan Tgl. Surat Permintaan
Tgl. Disposisi/Diterima
No. dan Tgl. Regis Permohonan

Kami menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemohon sebagai berikut:
Nama

Alamat
Instansi
No. Telp/Email

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (PPID BPKS)
memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi
berdasarkan pada

Pasal ............., Huruf UU 14 Tahun 2008
Pasal ...........-., Huruf UU 14 Tahun 2008

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLITK

lika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan
kepada Atasan PPID-BPKS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.

Sabang,
Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Pengusahaan l(awasan Sabang
Atasan PPID BPKS

NPP

E . O4-TOI.AK ppid.bpks. 9o. id O PPID-BPKS
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LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR KEBERATAN

SABANG

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERNYATAAN KEBERATAN

NOMOR : 

- 
/DEMUR/PPID-BPKS/-

A. Informasi Pengaiuan Keberatan
No. dan Tgl. Surat Permohonan
Tgl. Disposisi/Diterima
No. dan Tgl. Regis Permohonan

Tujuan Penggunaan
Informasi

Nama
Alamat
Instansi
No. Telp/Email

B. AIasan Pengaiuan Keberatan
Permohonan Informasi di tolak
Informasi Berkala tidak disediakan
Permintaan tidak ditanggapi
Permintaan ditanggapi tidak semestinya

Permintaan tidak dipenuhi
Biaya yang tidak wajar
Melebihi jangka waktu

C. I(asus Posisi

D. Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan

Tanggal Bulan Tahun

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima
kasih.

Petugas Layanan PPID
Penerima,

Pengaju Keberatan,,

( ( ...)

F. Os-DEMUR ppid.bpks. gro. id @ PPID-BPKS

I


